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PEKERTIAAI{ :
ITBAIVCUTAT'T RUASG KTLAS BARU TK ITEGERI PTTilBIITA LIlYGGrc) SAIII tsAGAItt?I

Antara
PTMERIITTA}I I{ABUPATIIT PTSISIB SELATAIT

Dengan
I{TPALA STIIOLATI

Nomor : 6OlV/ SARpRAS_DAIi.TB/ sWK/ Dpx_psl 20 tg
Tanggal : 2O Mei ZOIrg

lwi ini Senin
#tr:"X: 

,,,,,.,- brilan hrei tatrun rhra Ribu sembilan Betas, Kanni gangtangan di

JAFRI, S.Pd
Kuasa Pengguaa Anggaran Bidang pembinaaa Sekolah Dasar
Tahua Aaggaraa 2Alg
Jl. H. Aggs Salim - painqn

ak untuk dan atas narna Pemerintah Republik Indonesia cq. pemerintah Kabupaten pesisirberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir selatan Nomor : 9ao/a3/Kpts/Bpr-ps/201928 Januari 2O19 selanjutnya disebut pihak pertama.

: MARDIA YENITA, sH
: KCPAIA SCLOIA' TK NEGERI PEMBINA LINGGO SARI BAGANTI
: Linggo Sari Bagautl

[nndak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan surat Keputusan Bupati pesisir SelatanE{omor : 82t l069 /BKPSDM-2018 Tanggal 27 Februari 2018 yang seranjutnya disebut pihak Kedua.

ini menyatakan telah setuiu darl sepakat untuk mengikat diri da-tam suatu perjanjian

T3T:*:r"*::."::_"^l?,^p,!idans 
pendidikan ir1u" aresrran 2ore dengan kerentuan_dan syarat-syarat seperti dalam palaf_pasat di bawah ini :

krjanjian Kerja



Nomar

Tanggal

Pekerjaan

: 60/ v/ SARPtuLS-DAK.TK/ SWr</ DpK_pS/ 2o1 s
:20MEI2O19

Kelas Bant TK NDGERI ?EMBINA

tuan dan syarat-syarat seperti daram pasa-r-pasal ai ua*arrini:

Pasal I
TUJI'AN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja adalah untuk melaksanakan pekerjaan di bawah ini :
Pembangunan Ruaag Kelas Baru Tx r{EeERr PEMBIT{A LTNGGo sARr BAGANTI

Kecamatan Linggo Sari Baganti

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2org tentang pelaksanaan pengadaanbarang/jasa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 201g tanggat 31Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 201gmenentukan bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan olehPanitia Pembangunan sekolah secara swakelora yang ditetapkan oleh Kepalasekolah penerima atokasi DAK sebagai bagran integ.L manajemen berbasis sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan darr Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2o19 tanggal ta.la1111 2o19 Tentang petunjuk operasionar penggunaan DanaAlokasi Ktrusus (DAK) Bidang pendidikan Tahun anggaran 2}rc.

4. DPA SKPD Dirras Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten pesisir selatan TahunAnggaran 2OL9,

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat rliri dalam suatu perjanjian

f :ff.,*:Ti}::T (DAK).Bidang pendidik"" rat,"" enssarar 20re dengan ketentuan-

2.

3.

< Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalam& Gambar serta bertanggunglawau penutr terhadap p"rrgg,.rr"rn dana yang diterima.

Pasal 2
SUMBER DAITA

mber dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan Tahun Anggaran19.

Pasal 3
NILAI PEKERJAAN

1.1.O1.01.01.01. 16. 10O tanggal 3l Desember 201g.

umlah nilai pekerjaan-tersebut dalam peq'anjian ini adalah sebesar Rp. l59.4oo.ooo,oo

ffitn r,TTl',i::Tl1r" Juta Empat iatus Ribu Rupiah)yane dibebankan pada DpA sKpD No.

Ferjanjian Kerja



Pasal 4
PRIITSIP PEI(ERJAAIII

dalam pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2019 meliputi :

hleksanaan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,
ftncrapan asas transparansi dan akuntabilitas,
kogutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,
Qptimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

60/ Vl SARPRA*DATTW SWK/ DPK-PS/ 20 1 g

20 MEI2019

Ruang Kelas BantTK NFnEBtpEUeDtA

tidak sesuai
keuangan

Nomor

Tanggal

klerjaan

Pasal 5
PTITGAIIIASAN & PEMEITIKSIAAN

Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan
pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas pekedaan Umum dan penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan
atas nama Pihak Pertama dan akan diberitahuk"r, *..*"lertulis Lepada pihak Kedua.

Pihak Kedua harus mematuhi segaia petunjuk {dalairr hal teknis} dan atau perintah Direksi
Peke{ aan / Pihak pertama.

Pihak Pertama mempunyai hak unruk menolal< setiap hasil pekeqaan yang
den gan ketentuan pelaksanaannya, baik mengenai ketent u an admin istrasi
maupun ketentuan teknis.

Pasal 6
JAITGIIA WAKTU PELA}6AT{AAN

waktu pelaksanaan yang disebutkan dalam
rarus Dua Puluh ) Hari Kalender, terhitung mulai
rckening Pihak Kedua.

pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 120 (

saat diterimanya dana DAK Tahun Anggaran 2019

Pasal 7
CARA PENTALURAN DANA

penyaluran dana sebagaimana dimaksud datam pasal 3 sebagai berikut :

Tahap 1 : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabilapelaksana swakelola telah siap untuk melaksanakan pekerjaan srvakelola,

Tahap 1l : 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan ciana srva1<elola apabilapeke4'aan telah mencapai bobot 2syo {Duapuruh lima perseratus),

Tahap III : 3o% (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan
telah mencapai bobot 70% (Tujuh puluh perseratus),

3"

trjajian Kerja



Nomor

Tanggal

Peleerjaan

60/ V/ SARPRAS.DAK. rt</ SWW DPK.PS/ 2A 1 g
20 MEI2019

Kelas Baru TK NEGERI ?EMBINA

Fmbayaran

Rekening

Rekening

Bank

disalurkan ke no- Rekening sekorah penerima dengan rincian sbb

: DAK TK PEMBINA LII{GGO SARI aAGAIETI

: 19O2.O21O.OS948-O

: Bank Nagari Capem Alr IIaJi

Pasal 8
PEI{ER.'AAN TAMBAH KT'RANG

Penyimpangan-penyimpangan serta perubahan-perubahan yang merupakan penambahan
atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dariPihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secarajetas.

2.

3.

Adanya pekedaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebrgai alasan untuk merubah waktupelaksanaan pekerjaan kecuali atas persetrirrr, 1..t.,us pihak pertama:

Pihak Kedua trertanggungjawab atas segala kerugian pihak pertama sebagai akibatperbuatan orang - orang yang dipekerjakarnya-

Pasal 9
PELAPORAil

,"
Pihak kedua wajib membuat laporan secara berka]a mengenai pelaksanaan pekerjaan /kemajuan pekerjaan kepada pihak pertama.

Segala laporan atau catatan pekerjaan dibuat daram bentuk buku harian yang telahdisetujui oleh Pihak pertama dan harus ada dilokasi pekerjaan.
Pihak kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada pihak pertama foto-foto kegiatanbeserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

sudah diseratrkan oleh pihak Kedua kepada
belas) hari' kalender terhitung saat selesainya

Berita Acara Serah Terima,

Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian
lainnya,

Bukti setoran pajak,

Bukti teknis lainnya

barang dan bukti pengeluaran

Laporan pertanggungiawaban kegiatan harus
Pihak Pertama selambatlambatnya 14 (empat
pelaksalaan pekerjaan, dilampiri antara lain :

Feq-anjian Kerja



Nomor

Tanggal
Pe-kerj<zan

: 60/ v/ SARPRaS-DAK.TK/ SwW DpK-pS/ 2o1 s
:2OMEI2019
: Pembaryilnan Ruang Kelas Bant TK NEGERI ?EMBNA

Pasal 1O
SA!5KSI

t- Jika dalam peiaksanaan pekerjaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diluar
batas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikan secara teftulis
kepada Pihak pertama.

2' Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku datam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pihak
Pertama secara sepihak dapat memutu skan / menghentikan pekerjaan tersebut.

3- Pemutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat2 diatas kepada pihak
Kedua/penerima bantuan w4iib mengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah

Pasal 11
PA"IAK

Pajak yang timbul akibat dari pela-ksanaan kegiatanlpekerjaan wajib dipungut dal
disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaan yang
sedang be{alan sedangkan kejadiannya diluar kehendakikew'enangan dari pihak Kedua
seperti bencana alam, epidemik, pepet,angan, pemogokan, sabotase,
pemberonta-kan / demon strasi.

Apabila terjadi force mqieure maka Pihak Kedua segera memberitahukan kepada pihak
Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 {Tiga) hari sejak
terjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak
berwenalg.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud da-lamayat {21maka Pihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil
keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari pihak Kedua tersebut.

Apabila pernohonan tertulis dari Pihak Ketlua tentarg force majeure diterima/disetujui
maka akan dilakukan perubahan perjanjian sedangkan pe{anjial awal dinyatakan batal.

ftqanjian Kerja



I{elas Baru fK NECrERI PEMBINA

Pasal 13
PEIYUTUP

r Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada
tanggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 {delapan), 4 (empat)
diantaranya bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-ma"irrg *.*punyai
r hukum yang sama.

Nomor

Tanggat

Pelcerjaan

Dlketahul Oleh,
Kepala Dinas PendtdtLan dan

Kebudayaan
Kabupateu Pestslr Selatan

H. ZI'LKIFLI.S.Pd.M,Pd
NIP. 19630730 198703 1 003

6A/ V/ SARPRAS-DAKTK/ SWW DPK.PS/ 2O1g
2A MEI 2A19

?THAK I(TDUA,

fFhselolsh TK I{EGERI
LITGGO SARI BAGAITTI

Painan, tanggat tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,

Kuasa Pengguaa Anggaran

w
JAFRI. S.Pd

NrP. 19690530 199711 1 001

IA YETITA. SH
19691004 199003 2
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